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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 

disebutkan bahwa  

” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
1
 

 

 Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan 

akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang 

tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang 

secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Suatu ikatan 

pernikahan apabila suami isteri tersebut tidak dikaruniai anak atau keturunan, 

maka suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan belum sempurna.  

 Hal ini sangatlah wajar apabila terjadi kepada suatu pasangan yang belum 

dikaruniai seorang anak mereka ingin memiliki anak atau keturunan,dan salah 

satu usaha mereka adalah mengangkat anak atau “adopsi”. 
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 Pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan 

mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan 

demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu 

hubungan.
2
 Dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah Anak yang dalam 

hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan Pengadilan.
3
 

 Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau 

sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Pengangkatan anak 

juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam 

suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai 

pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak 

kandung sendiri. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan 

mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat 

maupun orang tua asal (kandung). 

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang 

mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan 

tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT : 
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                  

                  

 
4

                   

                 

  
5

    

(QS.Al-Ahzab:4-5)   

 Ayat ini menjelaskan, Dari kedua ayat diatas terlihat jelas bahwa kedudukan 

anak angkat tidak dapat disejajarkan dengan kedudukan anak kandung, kalaupun 

disejajarkan kata Allah SWT itu hanya di mulut saja, dan bukan merupakan hal 

yang sebenarnya menurut hati nurani, dan oleh karena itu anak angkat hanya 

mempunyai hubungan waris-mewarisi hanya dengan orang tua kandungnya.
6
 

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar 

dan sebab mewarisi, karena dalam kewarisan Islam yang menjadi sebab seseorang 

itu mendapatkan  warisan adalah karena hubungan kekerabatan, karena adanya 

hubungan perkawinan atau semenda, karena memerdekakan budak atau hamba 

sahaya.
7
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Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum 

kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, 

yakni bila bukan merupakan anak sendiri tidak dapat mewarisi dari orang yang 

telah mengangkat anak tersebut. Dikarenakan anak angkat tersebut tidak termasuk 

kedalam golongan yang wajib mendapatkan harta warisan.  

Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 

dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) 

harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat ( 1 ) 

dan Ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), sebagai berikut: 

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai 

dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang 

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3            

( sepertiga ) dari harta warisan anak  angkatnya. 

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanyak- banyaknya 1/3 ( sepertiga ) dari harta warisan orang tua 

angkatnya.
8
 

 

wasiat itu berbeda dengan wasiat wajibah, wasiat dipahami sebagai 

tindakan sukarela pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa 

mengharap imbalan (tabarru‟), yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat 

meninggal dunia. 
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Sedangkan wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim 

atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal 

dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda 

peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadan tertentu 

pula.
9
 Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang hukum Islam 

ialah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. 

Bahwa dari sini sangat terlihat persilangan maksud pengangkatan anak dalam 

hukum adat yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan  anak angkat 

dengan orang tua kandungnya. 

Masyarakat Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II 

Kabupaten OKU Timur Adalah salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai 

adat istiadat yang masih tetap berkembang dan masih dipatuhi serta di jadikan 

ukuran dalam nilai tingkah laku warga. Di antaranya pelaksanaan pembagian harta 

waris adat ini merupakan salah satu tradisi secara turun temurun. 

Dalam sistem pembagian harta waris di Desa ini ialah dengan cara sistem 

turun kebawah maksudnya disini yaitu dimana hanya anak dari si mayit yang 

mendapatkan harta waris, sedangkan saudara dan kerabat dari si mayit tidak 

menerima waris tetapi, jika ada wasiat dari si mayit sebelum ia meninggal itu baru 

di bagi  kepada orang yang diinginkannya dengan bagian yang telah ditentukan 

oleh si mayit.  

 

                                                             
9
Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta, Rajawali Pers.2000), hlm186. 
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Maka jika si mayit itu mempunyai anak angkat kedudukan anak angkat itu 

sama dengan anak kandung dalam waris di desa ini. Maka anak angkat lah yang 

mewarisi seluruh harta waris dari ke dua orang tua angkatnya. Jika, anak angkat 

tersebut baik kepada kedua orang tua angkatnya.  

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka 

penulis sangat tertarik untuk menuangkan dalam judul skripsi: Tinjauan Fiqh 

Mawaris Terhadap Kewarisan Anak Angkat (Studi Kasus di Desa Riang Bandung 

Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur).  

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi masalah yang 

berkaitan pada Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Riang Bandung 

Kecamatan Buay Madang OKU Timur, maka untuk memahami masalah yang 

akan dibahas dalam skripsi ini  penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Waris di Desa 

Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU 

Timur? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Harta Waris 

Anak Angkat di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku 

II Kabupaten OKU Timur? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pemahaman di atas maka adapun tujuan penulis yaitu: 

1. Untuk mengetahui kedudukan pembagian waris anak angkat di Desa 

Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU 

Timur. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih mawaris terhadap pembagian harta 

waris anak angkat di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang 

Suku II Kabupaten OKU Timur. 

Kegunaannya:  

1. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khasanah pemikiran 

hukum Islam dalam bidang fiqih mawaris tentang pembagian waris 

anak angkat. 

2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat atas dampak positif dan 

negatif dari pelaksanaan pembagian waris anak angkat. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka maksudnya mengkaji atau memeriksa hasil penelitian 

terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang 

menelitinya dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar 

skripsi pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum. maka diketahui belum ada yang 

meneliti judul dan permasalahan yang penulis rencanakan.  
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Tetapi tema tentang kedudukan anak sudah ada skripsi yang membahasnya 

di antaranya berjudul. Studi kasus pembagian harta waris anak perempuan Desa 

Bandar Agung Ogan Komering Ulu, oleh Hermaya (2004). Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa anak perempuan mendapatkan harta waris sama dengan 

anak laki-laki bila ia belum menikah. Apabila anak perempuan sudah menika 

mendapat ¼ .
10

 Pembagian waris anak dalam kandungan menurut fiqih salaf dan 

aplikasinya menurut Kompilasi Hukum Islam, oleh Ahmad Tibroni (2002). Hasil 

penelitian ini menurut para fuqaha itu dapat bagian, sedangkan menurut aplikasi 

penyelesaiannya pembagian waris anak dalam kandungan berdasarkan 

musyawarah atau kesepakatan para ahli waris untuk melaksanakan secara damai.
11

 

Dan Hak waris anak hasil nikah sirri menurut persepsi Tokoh Masyarakat 

Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU, oleh Al 

Mustaqimah (2012).  

Hasil penelitian ini bahwa anak hasil nikah sirri menurut pendapat tokoh 

masyarakat Desa tersebut tidak mendapatkan hak warisan karena pernikahan 

orang tuanya tersebut di anggap tidak pernah terjadi dan anak tersebut hanya 

mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya.
12

 

Dari hasil penelitan di atas jelas ada perbedaan dengan judul dan 

permasalahan yang penulis rencanakan yaitu: Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap 
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Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Fatah. 
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Kewarisan Anak Angkat (Studi Kasus) Di Desa Riang BandungKecamatan  Buay 

Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadikan acuan bagi umat 

Islam dalam memahami tentang kedudukan anak angkat dalam menerima harta 

waris.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu dengan meneliti langsung dan mengamati keterangan – keterangan dari para 

informan dan responden pada masyarakat Desa Riang Bandung Kecamatan Buay 

Madang Suku II Kabupaten OKU Timur kemudian hasil penelitian disesuaikan 

dengan literatur yang ada. 

2.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang 

Suku II Kabupaten OKU Timur. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini seluruh warga berdasarkan data statistik 

Desa Riang Bandung OKU Timur pada tahun 2014 dengan jumlah seluruh 

penduduk 4.547 jiwa, yang terdiri dari 819 kepala keluarga dengan rician 2.31 

laki-laki dan 2.237 perempuan. Mengingat populasi yang begitu luas serta 

keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis lakukan penelitian ini dengan 

memakai sampel.  
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Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 

sampel, sampel yang diambil dari responden yang penulis anggap berkompeten 

atau yang peduli terhadap masalah yang dibahas. Sampel diambil dari sebagian 

jumlah warga masyarakat yaitu 20 orang,  mereka inilah yang dijadikan sampel 

tersebut. 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu 

data yang berbentuk uraian dan dokumentasi serta keterangan dari beberapa 

informan tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Waris Jika 

Bersama Dengan Anak Kandung Dan Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap 

Pembagian Harta Waris anak angkat di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay 

Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari objek penelitian 

lapangan yang telah dilakukan di masyarakat Desa Riang Bandung 

Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dan 

Penelitian ini sumber data primer yang penulis gunakan antara lain, 

Al-Qur‟an, Hadis dan data dari daerah penelitian secara langsung dari 

Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten 

OKU Timur. 
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b. Data Sekunder adalah data yang diambil dari sejumlah literatur yang 

berkenaan dengan masalah penelitian, seperti fiqih mawaris, kompilasi 

hukum Islam, dan skripsi-skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview), teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informen yang dianggap 

perlu dan ada hubunganya dengan masalah yang sedang diteliti dengan 

cara tanya jawab. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam, wawancara mendalam (in-depth interview) 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara 

tanya jawab secara mendalam sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara. 

b. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data dari 

kantor pemerintah desa mengenai lokasi, jumlah penduduk, batas wilayah, 

keadaan masyarakat dan data lainya yang berhubungan dengan 

permasalahan. 
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6. Teknik Analisis Data 

Data yang didapatkan melalui pengumpulan data diseleksi dan diteliti 

kelengkapanya, lalu diklasifikasikan dan dibuat tabulasi  untuk kepentingan 

analisis data. Adapun analisis data dalam permasalahan ini, mengunakan analisis 

deskriptif kualitatif yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan 

dengan sejelas-jelasnya, kemudian menguraikan itu akan disimpulkan secara 

deduktif yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, 

sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami. 

F. Sistematika Penulisan 

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara 

sistematis, BAB 1 berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat Bab Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 

Penelitian, Teknik Analisis Data, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II Sejarah Dan Kondisi Umum Lokasi Penelitian. Dalam Bab ini 

akan di paparkan Gambaran Umum Tentang Sejarah dan Keadaan Wilayah, 

Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian, Keadaan Agama dan Pendidikan, serta 

Sarana dan Prasarana Di desa Riang Bandung. 

BAB III  Tinjauan Umum Kewarisan Dalam Islam. Menjelaskan tentang 

Pengertian waris rukun dan syarat waris, Sumber hukum kewarisan Islam, 

Halangan orang menerima warisan, Pengertian dan Dasar  hukum pengangkatan 

anak menurut hukum Islam, Pengangkatan anak pada zaman nabi muhammad 

SAW, kedudukan dan perwalian anak angkat, Serta Perbedaan Warisan, Wasiat, 

dan Hibah. 
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BAB IV Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Anak 

Angkat Di Desa Riang Bandung, Dalam hal ini penulis memaparkan tentang 

Tinjauan Fiqih mawaris terhadap pembagian harta waris anak angkat di Desa 

Riang Bandung, kedudukan anak angkat dalam pembagian waris, serta Analisis 

Kasus Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Riang Bandung. 

BAB V  merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi 

Kesimpulan, Saran-Saran, Penutup Dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Lokasi Penelitian 

Pada zaman dahulu masyarakat di desa ini tinggal di pinggiran sungai 

komering, mereka memilih tempat ini karena untuk mempermudah proses  

penjualan hasil panen kebun dan hasil sawah mereka di karenakan pada waktu itu 

hanyalah ada transportasi lewat sungai saja, bisa memakai rakit yang terbuat dari 

bambu atau naik perahu besar demi untuk menjualkan hasil panen mereka dari 

desa ini ke palembang, karena apabila mereka tidak tinggal dipinggiran sungai 

komering itu sangatlah jauh jarak menuju transportasi tersebut, demi untuk 

mempermudah akses perdagangannya makanya mereka lebih memilih tinggal 

dipingggiran sungai komering tersebut. 

Desa ini dulunya termasuk pecahan dari kota negara dan sebagian lain 

dari karang negara dan orang di desa ini sebagian banyak dari karang negara, dulu 

disini ada lahan maka mereka memilih lahan baru ini demi untuk melanjutkan 

kehidupan, dulunya belum ada nama desa dan masyarakatnya lebih banyak 

memilih daerah yang dekat dengan sungai komering dan sungai inipun di jadikan 

tempat untuk bermukim karena pada zaman dahulu bermukim di pinggir sungai 

sangatlah praktis di sungai ini mereka bisa melakukan banyak hal misalkan 

mencuci, mandi, mencari ikan dan juga dekat dengan alat transportasi yang 

mereka butuhkan.  
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Dari tahun ke tahun maka bertambah banyak penduduk di desa ini karena 

mereka menikah dan mempunyai keturunan dan terbentuklah keluarga-keluarga 

besar. Dari situ mereka ini suka bernyanyi di malam hari karena orang dahulu 

tidak ada hiburan, dan bernyanyi-nyanyi di malam hari anak-anak muda ini 

terfikirkan sesuatu karena tempat mereka ini sudah rapi akhirnya mereka 

memutuskan dan berniat untuk mendirikan desa sendiri. 

 sehingga mereka bingung apa sih nama desa kita ini dan mereka mencari 

ide bagusnya di beri nama apa desanya dan mereka terfikir dari kebiasaan yang 

biasa mereka lakukan yaitu bernyanyi dan bersenandung malam hari maka, desa 

nya diberi nama riang bandung yang dimana riang itu memang dikarenakan suka 

bernyanyi atau beriang-riang di malam hari dan bandung itu diambil dari 

bersenandung. Akhirnya, jadilah Desa Riang Bandung.
13

 

B. Keadaan Wilayah 

Desa Riang Bandung Adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan 

Buay Madang Kabupaten OKU Timur.  

Adapun Batas Wilayah Desa Riang Bandung Adalah Sebagai Berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Riang Bandung ilir yaitu 

pemekaran dari desa ini sendiri 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sri Bunga 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Karang Negara di belah oleh sungai 

komering  

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandan Jaya 
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  Wawancara dengan Bapak Sopuan Natar Mashur ( kepala Desa Riang Bandung), 14 

November Tahun  2015. 
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Menurut keterangan dari Bapak Kepala Desa Riang Bandung, desa ini 

memiliki luas wilayah kurang lebih 478 Hektar, dan berjumlah 819 Kepala 

Keluarga kurang lebih berpenduduk 4.547 jiwa dari sensus tahun 2014. Keria 

pertama ialah Abdul Kadir pada tahun 1921 adapun sejarah tentang pemerintahan 

di Desa Riang Bandung ini yaitu sudah 13 kali pergantian kepala Desa dari mulai 

tahun terbentuknya Desa ini pada tahun 1921 hingga tahun akhir jabatan 2019.
14

 

C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian 

- Penduduk 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kantor kepala desa, penduduk 

desa Riang Bandung pada sensus tahun 2014 berjumlah 4.547 jiwa yang terdiri 

dari 819 kepala keluarga dari 2.31 laki-laki dan 2.237  perempuan. 
15

 

 Tabel.1.Jumlah Penduduk  

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 2.31 

2. Perempuan 2.237 

Jumlah seluruhnya 4.547 

 Sumber:  Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung  

14 November Tahun 2015 
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14 November 2015 
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- Mata Pencaharian 

Berdasarkan informasi dari kepala Desa Riang Bandung Bapak Sopuan 

Natar Mashur dan bapak sekretaris desa ini bahwa sebagian masyarakat desa 

Riang Bandung ini ternyata kehidupanya banyak tergantung pada penghasilan 

petani dan perkebunan, namun selain dari petani ada juga yang bekerja sebagai 

pedagang, buruh harian, pegawai Negeri, dan pegawai swasta.
16

 

Adapun mata pencaharian masyarakat desa Riang Bandung adalah sebagai 

berikut: 

Tabel.2. Mata Pencaharian 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 329 

2. Pegawai negeri 59 

3. Wiraswasta 143 

4. Pedagang 169 

5. Buruh Tani 457 

6. Buruh Harian 268 

7. TNI 2 

Jumlah 1.427 

 Sumber: Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung  

14 November Tahun 2015 
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D. Keadaan Agama dan Pendidikan 

- Keadaan Agama 

Penduduk Desa Riang Bandung Mayoritas beragama Islam tapi ada juga 

yang beragama kristen tapi sangat sedikit dua atau tiga orang saja. 

Kehidupan beragama pada masyarakat Desa Riang Bandung pada 

umumnya cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan ke agamaan yang ada di 

Desa tersebut hal ini tampak dalam kehidupan sehari-hari mereka yang banyak 

diwarnai dengan nuansa keagamaan seperti acara pengajian ibu-ibu, khitanan, 

kematiaan dan lain sebagainya. 

Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama seperti sholat, puasa, dan lain 

hal sebagainya belum tergolong baik jika dilihat pada saat sholat magrib 

berjama‟ah di mesjid masih sangat sedikit yang datang ke mesjid saat magrib di 

karenakan mereka ke capekan habis bekerja seharian di sawah ataupun di kebun 

makanya mereka lebih memilih sholat di rumah masing- masing. 
17

 

Menurut penulis fasilitas serta sarana dan mesjid di Desa Riang Bandung 

ini sudah sangat bagus tapi masih harus banyak perhatian dan pembenahan lebih 

lanjut. 
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 Wawancara dengan Bapak H. Tumenggung (Tokoh Agama Desa Riang Bandung), tanggal 
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- Pendidikan  

Adapun mengenai sarana pendidikan yang dimiliki Desa Riang Bandung 

adalah sebagai berikut:  

Tabel.3. Prasarana Pendidikan Formal 

No Prasarana Keterangan Jumlah Kondisi 

1. TK Ada  1 Baik  

2. SD Ada  3 Baik  

3. SMP/MTS Tidak Ada - - 

4. SMA/MAN Tidak Ada - - 

Sumber:  Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung  

14 November Tahun 2015 

 

Tabel.4. Pendidikan Penduduk 

 

No Uraian Tamatan  

1. Tidak Tamat SD 7 

2. Tamat SD 34 

3. Tamatan SLTP/MTS 557 

4. Tamatan SMU/MAN 665 

5. Tamatan Perguruan Tinggi 69 

6. Buta Aksara - 

Jumlah 1.332 

Sumber:  Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung  

14 November Tahun 2015 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Riang Bandung, rata-rata mereka menamatkan 

sekolah pada tingkat akhir. Serta minim sekali yang mampu menyelesaikan 

perguruan tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Itupun 

mereka yang telah menyelesaikan perguruan tinggi sedikit sekali yang menetap di 

Desa Riang Bandung ini, akan tetapi mereka banyak mengembangkan diri mereka 

di daerah lain.   

E. Sarana dan Prasarana 

Sebelumya telah disinggung di atas mengenai sarana dan prasarana yang 

ada di Desa Riang Bandung ini seperti sarana pendidikan dan peribadatan. Sarana 

dan prasarana sangatlah penting dalam masyarakat demi guna untuk 

memperlancar seluruh kegiatan yang ingin di lakukan oleh masyarakat seperti 

jalan raya, transportasi, puskesmas, serta alat komunikasi dan lain sebagainya. 

Desa Riang Bandung ini sejalan dengan pelaksanaan pembangunan nasional dan 

pergantian kepemimpinan pemerintah keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki 

Desa Riang Bandung ini secara bertahap sudah sedikit membaik. 
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Untuk lebih jelasnya tentang sarana dan prasarana Desa Riang Bandung 

Kecamatan Buay Madang Suku II OKU Timur, dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel.5. Sarana dan Prasarana 

No Sarana dan prasarana 

Desa Riang Bandung 

Jumlah kondisi 

1. Koperasi  -  

2. Poskesdes 1 Baik  

3. Transportasi Ada  Kurang Baik 

4. Komunikasi Ada  Baik  

5. Jalan Aspal  Ada  Baik  

Sumber:  Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung  

14 November Tahun 2015 

 

Melihat data pada tabel diatas diperoleh gambaran bahwa keadaan sarana 

dan prasarana di Desa Riang Bandung ini masih dalam kategori belum lengkap 

dan belum baik. Dan yang lebih harus diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat 

ialah tentang area kesehatan di Desa Riang Bandung ini karena didesa ini hanya 

ada poskesdes saja. Dan transportasinya juga masih kurang baik kendaraan umum 

agak sulit ditemukan.
18
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 Wawancara dengan Bapak  Nu‟man (Tokoh Adat Desa Riang Bandung), tanggal 14 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM KEWARISAN DALAM ISLAM 

A. Pengertian waris, Rukun dan Syarat Pembagian Warisan 

1. Pengertian waris 

Kata waris dari bahasa arab miras. Bentuk jamaknya adalah Mawaris. 

Yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli 

warisnya. Ilmu yang mempelajari waris adalah Ilmu Mawaris atau lebih dikenal 

dengan kata Faraid. Kata fara‟id merupakan bentuk jamak dari kata faridah. 

Yang diartikan para ulama faradiyun. Semakna dengan mafrudan, yaitu bagian 

yang telah ditentukan kadarnya.
19

 

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk 

menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti Fiqh Mawaris, Ilmu Faraidh, dan 

Hukum Kewarisan. Yang memakai nama hukum waris, memandang kepada orang 

yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. 

Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan pusaka, yaitu nama 

lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku 

dilingkungan adat.
20

 

Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan hukum kewarisan adalah hukum 

yang diuraikan didalam Al-qur‟an hanya permasalahan pembagian harta 

warisanlah yang paling tuntas diuraikan.  
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 Umam, khoirul. Fiqh mawaris. (Bandung : Pustaka Setia.2006). hlm 11  
20 Syarifuddin, Amir. Hukum kewarisan Islam,(Jakarta, Prenada Media. 2004), hlm 6 
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Oleh karena itu telah ditentukan dalam Al-Qur‟an tentang siapa saja ahli 

waris dan kadar bagiannya masing-masing dari mereka, maka tentunya umat 

Islam tidak akan memilih cara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam tersebut, kecuali berdasarkan keridhoan masing-masing, dalam arti tidak 

membagi dengan ketentuan fara‟id. 

Sedangkan menurut Mr Ali Pitlo tentang hukum waris adalah suatu 

rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan orang yang 

meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam kebendaan yaitu akibat 

beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli 

warisnya, baik didalam hubungan antara mereka sendiri,maupun pada pihak ke 

tiga. 

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai 

perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli 

warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya hukum 

warisan di indonesia mendefinisikan warisan adalah soal apakah dan 

bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan 

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang 

masih hidup.
21
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Beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana di atas, dapat di 

tegaskan bahwa Pengertian Fiqh Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang 

bagaimana pembagiannya, siapa saja yang berhak mendapatkan waris, dapat 

bagian berapa dan bagaimana cara mengaplikasikannya. 

2. Rukun dan Syarat Waris 

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris, yang 

menjadi rukun waris-mewarisi ada tiga yaitu sebagai berikut: 

1. Harta peninggalan (Mauruts), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh 

si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah 

diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang, dan 

melaksanakan wasiat. 

2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (Muwarrits), yaitu 

orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. 

3. Ahli waris (Warits),yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan 

si Muwarrits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.
22

  

Selain dari ketiga rukun diatas terdapat juga syarat-syarat sahnya 

mendapatkan waris yakni ada tiga yaitu: 

1. Meninggalnya seseorang ( pewaris/Al-Muwarrits) benar-benar telah 

meninngal dunia, baik meninggal secara hakiki maupun secara yuridis 

(hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan. 
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Meninggalnya Muwarits dibedakan kedalam tiga macam yaitu: 

a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa 

harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia. 

b. Mati Hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapakan 

melalaui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Contoh 

orang yang hilang dan keadaanya tidak diketahui secara pasti. 

c. Mati Taqdiri, (menurut dugaan) yaitu anggapan atau perkiraan bahwa 

seseorang telah meninggal dunia. 

2. Masih hidupnya para ahli waris. Maksudnya, pemindahan hak 

kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat 

benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah meninggal tidak 

memiliki hak untuk mewarisi. 

3. Diketahuinya posisi para ahli waris, dalam hal ini posisi ahli waris 

hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat,dan 

sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian 

yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam 

hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan 

jumlah yang diterima. Dan adapun yang terhalang untuk mendapat 

waris.
23
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Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam, sebab-sebab untuk dapat 

menerima warisan ada empat yaitu: 

1. Adanya hubungan kekerabatan (nasab) 

Salah satu sebab beralihnya harta, seorang yang telah meninggal dunia 

kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. 

Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. 

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan 

dengan yang mewarisi, dapat digolongkan menjadi 3 yaitu: 

a. Furu‟, yaitu anak turun (cabang) dari si mati. 

b. Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si 

mati. 

c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si menninggal 

dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan 

anak turunya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau 

perempuan.
24

 

2. Adanya hubungan perkawinan 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) 

disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang 

tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit. 
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3. Karena memerdekakan si mayit 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si 

mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam 

hal ini dapat saja seorang laki-laki ataupun perempuan. 

4. Karena sesama Islam 

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli 

waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, 

dan lebih lanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.
25

 

B. Sumber Hukum Kewarisan Islam 

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) 

adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat 

Al-Qur‟an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah 

sebagai berikut
26

: 

1. Al- Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW  melalui malaikat Jibril. Al-Qur‟an menjelaskan ketentuan-ketentuan waris 

dengan jelas yakni tercantum dalam surat An-Nisa Ayat 7, 11, 12, 176, dan surat 

lainnya yang membahas masalah hukum waris Islam. Seperti surat An-Nisa ayat 

11-12 : 

تي  ىيه  حيخن ثن ت ك  ى    لىد  مم  ىي  م  ثخو ظ  لا  ثخيي   ىن  م  ثان  ىو لح يو صينم الله

لل  من ثت لظ ة ىيهن لى صف  لا بويه ىنو ل ظ  ث همن لىا  س ثمن ت ك ل  من   ىه لى   

                                                             
25 k. Lubis,suhrawardi. Simanjuntak Komis, Hukum Waris Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm 55. 
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ىأ  ىم ين  ىه لى  للرحه   بوله ىلا ثه لىخيج   ىن   من   ىه لخوة ىلا ثه لىا  س   ث  بع  

ص  بهن  ل د ي       لبنلمم للب ن لمم ا  ت  رل   يهم  ق ب ىنم ثفعن   ى  يضت لصيت يو 

  (11من ظنمن )ث  الله   ل  الله من   عيي

ىه  لى  ىينم لى  بع ثمن ت م    لىنم ثصف ثن ت ك  زل جنم ل  ىم ين  ىه  لى     ىن  من  

ث  بع  لصيتت يو صي  بهن  لد ي   لىه  لى  بع ثمن ت  متم ل  ىم ين  ىنم لى    ىن  من    

ىنم لى  ىيه  لىخم  ثمن ت  متم   ث  بع  لصيت تو صو  بهن للدي    لل  من   ر خو يورث 

نو ل ظ  ث همن لىا  س   ىن  من ثو     مخ  ث  ذىل ىهم ش  مييت لللث لةلىه ،  خ  ل  خت ىي

ى  لىخيج ث  بع  لصيت يو ص  بهن  ل د ي  غي  ثضن ر   لصيت ث  الله   لل لله عييم  من  

  (11ظيم )

(Q.S.An-Nisa: 11-12) 

Ayat ini menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama 

berhak mendapatkan bagian atas hak warisan dari kedua orang tua dan 

kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan dalam masalah 

pembagian harta warisan. Hal ini dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12 isi 

kandungan ayat di atas menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian 

warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 

serta bagian sisa atau „ashabah), merupakan ketentuan hukum final yang tidak 

bisa diubah lagi. Akan tetapi sejauh mana sejarah dan dinamika pelaksanaannya, 

perlu dilihat dari aspek lain yang menyangkut situasi dan kondisi masyarakat yang 

menyertai hukum itu dilaksanakan.
27
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2. Al-sunnah 

Meskipun Al-Qur‟an telah menjeskan secara jelas dan terperinci ketentuan 

bagian ahli waris, adapun hadis yang menyebutkan hal yang tidak di sebutkan 

dalam Al-Qur‟an salah satunya ialah: 

Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah 

muttafaq‟alaih: 

لى  ر  , ىمن بقي ىهوا بأ هيهن دضلىحقول ل ىف   ل ص) ل لله قن ه رسو ه :قن هع  لب  عبن س 

( ثتفق عييه جو ذ م   

Hadis yang menjelaskan tentang harta peninggalan seseorang, hendaklah 

di bagikan kepada ahli warisnya menurut Al-Qur‟an dan sunnah, dan yang lebih 

dari pembagian itu hendaklah diberikan kepada ashsbah laki-laki yang paling 

dekat.
28

 

Sedangkan Ijma‟ yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan 

hukum warisan yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan 

hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam 

masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak 

ada alasan untuk menolaknya. Misalnya, tentang masalah kewarisan kakek yang 

mewarisi bersama dengan saudaranya.  
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Al-Ijtihad yaitu pemikiran para ulama dan para sahabat untuk menjawab 

persoalan yang muncul sementara Al-Qur‟an dan Hadis tidak ada yang 

menerangkan ketentuan hukumnya. Misalnya masalah „Aul jika terjadi 

kekurangan harta dan Raad jika terjadi kelebihan harta. 
29

 

C. Halangan Untuk Menerima Warisan 

Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan 

gugurnya hak ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan muwarits. Adapun 

halangan tersebut ialah: 

1. Perbudakan 

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapuskan, namun 

kenyataannyan perbudakan sudah merata di mana-mana dan sukar untuk 

dihapuskan. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan 

hukum Islam. Di dalam Al-qur‟an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak 

cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan 

firman allah SWT dalam surah An-Nahl 75:  

و من ا  يق  ر عي  شئ لث  رز ق ه ث ن رز قن ظا ن ىهو ي فقض ب الله ثخلا عب  لثمي   

ث ه س ل لجه   هو ياتو    لىحم  لله  بو   مخ  هم ا  يعيمو       

(Q.S. An-Nahl 75) 

Ayat ini menjelaskan bahwa status seorang budak tidak dapat menjadi ahli 

waris, karena dipandang tidak cakap mengurusi harta dan telah putus hubungan 

dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang bahwa budak itu statusnya 
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sebagai harta milik tuannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang dia miliki 

adalah milik tuannya. Dan dia tidak memiliki harta. 

2. Pembunuhan  

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang 

dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi 

penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. 

Berdasarkan hadis nabi : 

ع  عم  ل ب  شعيب ع  ل بيه ع  ظ  ه قن ه :قنه رسو ه الله ص)ىيس ىيقن تو ث  لىمي لث 

ىصو لب شي  ( رلله لى ان ئي لل ى ل ر قط ي , لقو له لب  عب لىب  , لل عيه لى ان ئي , لل 

 لقفه عي  عم ل .   

Maksudnya: jika seseorang membunuh, maka si pembunuh itu tidak boleh 

mewarisi hak si terbunuh, walaupun yang dibunuhnya itu anak atau bapaknya, dan 

walaupun ia bunuh secara tidak sengaja.
30

 

3. Berlain Agama 

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi 

kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang akan mewariskan. 

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim: 

( لىنن ى  لىمايم ي  ثلا  , لىنن ى ا  ي  ث لىمايم ع  ل سن ثت ب  زي  ل  لى بي ص قو )

 ثتفق عييه

Maksudnya, bahwa orang yang berlainan agama tidak berw‟arits-wa‟ritsan.
31
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D. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum 

Islam 

- Pengertian Anak Angkat 

Pengertian anak angkat adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain 

kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang 

mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.
32

  

Dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah Anak yang dalam hal 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut Soerojo Wigjodipoero memberikan 

batasan sebagai berikut”adopsi (mengangkat anak ) adalah suatu perbuatan 

pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga 

antara orang yang mengangkat anak dan anak yang di angkat itu timbul suatu 

hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak 

kandungnya sendiri”. Menurut Fuad Moh.Fahrudin berpendapat bahwa Islam 

melarang umatnya untuk mengangkat anak dengan menasabkan pada orang tua 

angkatnya, sebagai alternatifnya Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan 

untuk mengadopsi atau mengangkat anak. 

Dengan demikian jelaslah bahwa pengangkatan anak dalam Islam boleh 

dilakukan tetapi perlakuan orang tua angkat kepada anak angkatnya dalam segi 

pemenuhan terhadap segala kebutuhan lahirnya saja dengan tidak memutuskan 

hubungan nasab anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya.  
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Dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam ialah  

Dasar hukum pengangkatan anak dinyatakan dalam beberapa surat dalam Al-

Qur‟an diantaranya: 

1.  Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, 

sebagaimana terdapat dalam Q.S.Al-Ahzab ayat 4-5 

                  

                  

 
33

                   

                 

  
34

    

 

yang menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh di ganti nasabnya 

dengan orang tua angkatnya dan orang tua angkatnyapun tidak berhak 

menjadi wali nikah terhadap anak angkatnya. 

2. Janda anak angkat bukanlah mahrom orang tua angkatnya, sebagaimana 

Allah SWT Telah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 37.
35

   

                 

                  
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                 

        

 

E. Pengangkatan Anak Pada Zaman Nabi Muhammad SAW 

Sebelum nabi diangkat menjadi Rasul, beliau pernah mengangkat seorang 

anak bernama Zaid bin Haritsah, ia adalah seorang pemuda bangsa Arab yang 

pada waktu kecilnya menjadi budak rampasan perang dalam salah satu 

peperangan yang terjadi di kalangan bangsa Arab pada zaman jahiliyah. 

Kemudian nabi memerdekakannya dan mempersaksikan kepada orang banyak 

bahwa Zaid menjadi anak angkatnya. Sejak saat itu zaid dikenal dengan nama 

Zaid bin Muhammad sampai turunlah Al-Qur‟an Surah Al-Ahzab ayat 5 yang 

dimana di jelaskan bahwa anak angkat tidak boleh dipindah nasabnya kepada 

bapak angkatnya dan juga tidak mempunyai hak mewarisi terhadap harta 

peninggalan dari kedua orang tua angkatnya. 

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila 

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan 

orang tua biologis dan keluarga. 

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 

angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, 

demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak 

angkatnya 
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c. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya 

secara langsung kecuali Cuma sebagai tanda pengenal atau alamat. 

d. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan 

anak angkatnya.
36

 

F. Kedudukan dan Perwalian Anak Angkat 

Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang 

mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak 

berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan 

bapak angkatnya. 

Anak angkat di sini memang telah menjadi bagian keluarga dari orang tua 

yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak 

mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak 

dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam 

ketetentuan perundangan yang berlaku. 

Orang tua angkat/wali yang telah mengangkat seorang anak secara legal 

formal dan dengan perbuatan hukum tersebut telah mendapatkan hak asuh 

terhadap anak angkatnya, yang mana mereka tersebut (orang tua angkat/wali 

dengan anak) memiliki hubungan hukum, hak dan kewajiban hukum yang 

melekat layaknya orang tua terhadap anaknya dalam komunitas keluarga. Definisi 

yang dikemukakan oleh Syeh Muhammad Saltut menggambarkan bahwa anak 

angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan 
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pendidikan, tidak dapat disamakan dengan kedudukan anak kandung baik dari 

segi pewarisan maupun dari perwalian.
37

 

G. Perbadaan Waris, Wasiat, dan Hibah 

Untuk lebih mudah mengetahui perbedaan antara Waris, Wasiat, dan 

Hibah maka terlebih dahulu mengetahui definisi masing-masing.  

Waris adalah segala sesuatu (harta) yang ditinggalkan oleh seseorang yang 

meninggal dunia selaku pewaris kepada orang yang masih hidup yang berhak 

menerimanya selaku ahli waris. Sedangkan pengertian dari wasiat adalah 

pemberian kepada orang lain, baik berupa barang, utang ataupun manfaat, agar 

disampaikan kepada orang yang diwasiati setelah si pemberi wasiat meninggal 

dunia. Sebagian fuqaha mendefinisikan wasiat sebagai kepemilikan yang 

disandarkan pada waktu setelah kematian dengan cara pemberian yang baik.
38

 

Wasiat ialah pemberian dan bagiannya tidak boleh melebihi dari 1/3 dari 

jumlah harta, yang dimana belum bisa diberikan sebelum si pewasiat itu 

meninngal dunia. Dan lain lagi tentang hibah ialah orang yang mendapatkan hibah 

itu bisa menerima pemberian hibah itu pada saat itu juga. 

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidup 

dan diterapkan semasa hidup.
39

 Dan kata hibah dalam bahasa arab yang secara 

etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demi kian berarti telah 

disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. 
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Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang 

pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan 

barang yang dihibahkan 

2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan 

dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap 

bertindak dalam hukum, maka penerimanaan dilakukan oleh walinya. 

3. Dalam melaksankan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama 

sekali oleh pemberi hibah 

4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang 

saksi(hukunya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang 

sengketa di belakang hari. 

Dengan demikian, apabila penghibahan belum dilaksanakan semasa 

hidupnya (si mati) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan 

barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus 

dikeluarkan hibah tersebut.
40

 Dari definisi diatas jelas terdapat perbedaan antara 

Waris, Wasiat, Dan Hibah. Seseorang yang mendapatkan waris adalah mereka 

yang berhak atas harta waris dengan sebab-sebab baik dari rukun dan syarat-syarat 

tertentu yang telah di tetapkan dalam aturan Al-Qur‟an.  
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BAB IV 

TINJAUAN FIQIH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ANAK 

ANGKAT DI DESA RIANG BANDUNG 

A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris di Desa 

Riang Bandung 

Pengertian anak angkat adalah mengangkat anak baik dari orang lain yang 

tidak mempunyai hubungan kerabat atau dari keturunan kerabat sendiri sehingga 

itu diangkat dan diakui bahwa ia adalah anak dari yang bersangkutan, sehingga 

dimasukkan kedalam susunan anggota keluarga ataupun kartu keluarga yang 

dimiliki oleh orang tua yang mengangkat tadi dan bahkan nama ibu dan bapaknya 

tidak lagi disebutkan orang tua kandungnya melainkan yang sudah 

mengangkatnya tadi. 

Sesuatu yang menyatakan bahwa anak tersebut sudah resmi menjadi 

anggota keluarga yang mengangkatnya jadi, bukannya anak pungut melainkan 

memang diangkat sebagai anak dan diakui sebagai anak kandung oleh keluarga 

yang mengangkatnya. Dan setelah demikian anak tersebut mempunyai hak-hak 

penuh terhadap harta gono-gini yang dimiliki oleh kedua orang tua angkatnya, 

baik orang tua angkatnya masih hidup dan ataupun nanti salah satunya meninggal 

dunia ataupun semuanya sudah meninggal dunia pula.
41
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Adopsi atau pengangkatan anak ini sudah lama di kenal dan dilakukan 

dalam kalangan masyarakat, kedudukan hukum anak angkat ini berbeda dengan 

hukum satu daerah dengan daerah yang lain. Pada umumnya pengangkatan anak 

pada Desa Riang Bandung ini dilakukan oleh pasangan suami istri atau suatu 

keluarga yang tidak mempunyai anak atau sudah lama tidak dikaruniai anak. 

Mengenai anak angkat di desa ini kebanyakan masyarakat desa mengadopsi atau 

mengangkat anak dari kalangan keluarga orang lain. Usia anak angkat yang biasa 

mereka adopsi ialah dari usia baru di lahirkan sampai usia kanak-kanak baik laki-

laki maupun perempuan. 

Cara pengangkatan yang biasanya dilakukan ialah dengan cara anak yang 

di angkat harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua kandungnya dan kedua 

orang tua angkatnya, lalu mereka ini mengadakan musyawarah bersama dengan 

kepala desa dan perangkat desa lainnya, ketua adat, kalang keluarga dekat baik 

dari pihak kedua orang tua angkat dan keluarga dekat dari pihak kedua orang tua 

kandung.  

Yang terjadi pada desa Riang Bandung ini ialah pengangkatan anak akan 

terjadinya hubungan timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat 

yang mana orang tua angkat mempunyai kewajian memelihara dan mendidik anak 

tersebut, sama seperti kewajiaban mereka terhadap anak kandung sendiri begitu 

pula dengan anak angkat terhadap orang tua angkatnya dia mempunyai tanggung 

jawab menghargai, menjaga dan menghormati orang tua angkatnya. Dengan 

demikian akan timbul rasa hubungan batin yang erat. 
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Pada umumnya yang menjadi ahli waris di desa Riang Bandung ini adalah 

hanya anak-anak dan keturun dari si pewaris saja, sanak keluarga yang lain tidak 

berhak sama sekali terhadap harta dari saudaranya kecuali si pewaris memberikan 

wasiat saat ia masih hidup. Hal yang terpenting dalam pembagian waris ialah 

adanya unsur yang harus dipenuhi yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. 

Kedudukan anak di Desa Riang Bandung ini itu sudah dianggap sebagai jurai 

dalam bahasa komeringnya (penerus) dari keturunan orang tua angkatnya. Apabila 

mengangkat anak dan tidak ada anak kandung dari keluarga yang mengangkatnya 

maka anak angkatnya itulah yang menjadi penerus cikal bakal dari orang tua 

angkatnya inilah rumpun yang akan tumbuh yang akan mengelola semua yang 

dimiliki oleh orang tua angkatnya. 
42

  

Peranan anak angkat terhadap orang tua angkatnya sangatlah besar yang 

dimana anak angkat ini dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya 

dan apabila orang tua angkatnya mempunyai anak kandung maka kedudukan anak 

angkat ini sama saja dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dan mereka 

tidak dibeda-bedakan.  
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B. Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Harta Waris Anak 

Angkat di Desa Riang Bandung 

1. Harta warisan  

Harta peninggalan atau dalam bahasa arab di sebut dengan tirkah. Yang 

dimaksud dengan harta peninggalan adalah suatu yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan 

hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan berbentuk kebendaan. Cara 

pembagian warisan anak angkat yaitu menggunakan hukum adat pada dasarnya 

tidak menggunakan perhitungan secara Islam tetapi menggunakan cara 

musyawarah mufakat keluarga yang di mana apabila anak angkat bersama dengan 

anak kandung maka harta tersebut di bagi rata dan apabila tidak bersama dengana 

anak kandung atau dalam arti hanya si anak angkat saja yang menjadi anak angkat 

dari orang tua angkatnya tersebut maka si anak angkat berhak sepenuhnya 

terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya tersebut.  

Dikarenakan anak diangkat dan harus dipertanggung jawabkan oleh orang 

tua angkatnya terhadap kehidupan anak angkat tersebut dan dikuasakan haknya 

kepada anak angkat tersebut dan dia yang akan meneruskan kehidupan yang akan 

datang sebagai penerus sejarah dari kedua orang tua angkatnya. 
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2. Tujuan pewaris adat  

Pewarisan adat bertujuan mempertahankan harta peninggalan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan ahli waris. Terbagi atau tidaknya harta 

warisan bukanlah tujuan yang paling utama mempertahankan keturunan keluarga 

atau kekerabatan yang selalu ditempatkan diatas kepentingan pribadi demi rasa 

persatuan dan kesatuan keutuhan keluarga maka apabila ada seseorang yang 

meninggal dunia bukanlah satu tuntutan terhadap harta warisan, tetapi bagaimana 

pemeliharaan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan keluarga demi dengan 

adanya harta peninggalan. Dalam pelaksanaan pembagian harta waris setelah di 

kurangi dari biaya pengurusan si mayit, lebih lanjutnya dalam pembagian harta 

waris adat di Desa Riang Bandung ini ialah secara musyawarah mufakat yang 

dimana dalam pembagian harta itu mereka melakukan musyawarah bersama 

antara anggota keluarga dan pemerintah desa. 

Sistem pembagian waris di Desa Riang Bandung ini ialah hanya anak yang 

mendapat bagian harta dari orang tuanya jika anak angkat bersama dengan anak 

kandung pembagianya di bagi rata dan kalau tidak bersamaan dengan anak 

kandung maka anak angkatlah yang menerima seluruh harta orang tuanya.  

Dalam pembagian waris Desa Riang Bandung karena sudah menjadi adat 

istiadatnya maka itu tidak ada gugatan dari pihak keluarga orang tua angkatnya. 

Tetapi memang ada yang meminta untuk di bagikan sedikit tetapi itu juga guna 

untuk kepentingan dari kedua orang tua angkatnya maka itu akan dilakukan 

musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan anggota keluarga yang 
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bersangkutan yang mengetahui tentang masalah pengangkatan anak dan yang 

mengetahui apa saja harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.  

Misalnya digunakan untuk mengadakan pengajian, dan ingin mewakafkan 

dengan  menggunaka nama dari orang tua angkatnya itu diperbolehkan. Tetapi 

dimana anak yang telah diangkat tersebut telah terpenuhi dan terjamin kehidupan 

kedepannya. 
43

  

Adapun syarat yang sah untuk mewarisi harta kekayaan kepada ahli 

warisnya ialah: 

1. Pemikiran yang sehat yaitu: seseorang yang mampu membedakan 

antara harta kekayaan hak dan kewajiaban serta, membedakan yang 

baik dan yang buruk 

2. Dewasa cakap berbuat yaitu: seseorang yang mampu melakukan 

semua. 

3. Tidak dalam paksaan. 

Adapun contoh pembagian waris anak angkat di desa Riang Bandung yang pernah 

terjadi ialah: 

1. Safaruddin Bin Sarfani (diangkat sejak bayi) 

2. Sarifudin Bin Agung Ismail (diangkat sejak bayi) 

3. Cikya Bin Syafei (diangkat usia 10 tahun) 

4. Ya‟cub Bin Romli (diangkat sejak bayi).
44

 

                                                             
43 Wawancara dengan Bapak  Nu‟man (Tokoh Adat Desa Riang Bandung), tanggal 15 

November 2015 
44 Wawancara dengan Bapak Sopuan Natar Mashur ( kepala Desa Riang Bandung), tanggal 15 

November 2015 
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Dimana contoh-contoh anak angkat yang pernah terjadi dan sudah mendapat 

bagian harta waris dari orang tua angkatnya. Dari empat contoh di atas mereka 

semua tidak bersama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dan mereka 

mendapat semua harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. 

Di desa ini tidak memakai sistem aturan pemerintah dan perhitungan 

agama Islam ( kewarisan Islam) tetapi pemerintah desa hanya menengahi saja apa 

yang terbaik itu yang dipilih. Dan mereka harus tetap patuh terhadap adat yang 

berlaku karena di desa ini menggunakan azas musyawarah keluarga tidak 

memakai hukum yang tetap dan dari dahulupun seperti itu.
45

 

Dalam pembagian harta waris anak angkat yang dilakukan di desa Riang 

Bandung ini ialah tidak mengikuti aturan pemerintah dan aturan hukum Islam 

(fiqih mawaris) yang berlaku dimana masyarakat mengganggap mereka 

melaksanakan kewarisan keluarga sudah turun temurun (adat) mereka 

beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah baik, serta tidak 

menimbulkan permasalahan dalam pembagian warisan. Dan mereka beranggapan 

bahwa pembagian harta warisan yang mereka lakukan merupakan hukum waris 

adat, yang merupakan pencerminan dari bentuk masyarakat indonesia terutama 

masyarakat pedesaan, sistem keturunan adat masih tetap dipertahankan dengan 

kuat.
46

  

 

 

                                                             
45 Wawancara dengan Bapak  Nu‟man (Tokoh Adat Desa Riang Bandung), tanggal 15 

November 2015 
46 http://www.sifat waris adat.com 20.11.2015 
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Adat Desa Riang Bandung dalam pembagian harta waris ini sangat 

berbeda atau bertolak belakang dengan hukum kewarisan Islam yang dimana anak 

angkat itu tidak mendapat harta waris dari orang tua angkatnya karena dia tidak 

mempunyai hak sama sekali terhadap harta waris orang tua angkatnya, melainkan 

ia mendapat harta waris dari orang tua kandungnya.  

C. Analisis Kasus Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di 

Desa Riang Bandung  

Salah satu contoh perhitungan  

Bapak syafei meninggal dunia ia meninggalkan seorang istri, dua orang 

saudara kandung laki-laki dan satu anak angkat perempuan, meninggalakan harta 

kekayaan seperti, kebun  diperkirakan 100.000.000;  sawah 80.000.000; dan 

rumah 60.000.000; jadi  total asetnya 240.000.000; berapa bagian masing – 

masing? 

Jawaban:  

Penyelasaian dengan cara pembagian waris anak angkat menurut adat desa 

Riang Bandung:  pembagian di desa Riang Bandung ini hanya anak angkatnyalah 

yang berhak menguasai harta waris yang di tinggalkan si mayit karena pembagian 

waris di desa ini menggunakan pewarisan adat yang pada dahulunya sudah seperti 

itu cara pembagiannya, bahwa hanya anaklah yang berhak mendapat waris 

dikarenakan pada zaman dahulu belum mengetahui tentang cara pembagian yang 

yang benar menurut Islam ataupun menurut pembagian dari yang telah di tetapkan 

pemerintah.  

Sedangkan pembagian menurut hukum kewarisan Islam ialah: 
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Penyelesaian kasus menurut hukum kewarisan Islam: 

Bagian Anak angkat mendapat Wasiat wajiabah 1/3 dari harta waris 

Bagian istri mendapat 1/4 dari harta waris 

Bagian dua orang saudara kandung laki-laki mendapat ashobah atau sisa 

Pembagiannya sebagai berikut: 

Keseluruhan harta waris ialah 240.000.000 lalu harta di bagi 2 karena ia 

meninggalkan istri jadi harus bagi harta gono-gini. Jadi sisanya 120.000.000; 

Bagian wasiat anak angkat ialah 1/3 x 120.000.000 = 40.000.000 

Harta waris aset wasiat wajibah 

120.000.000 – 40.000.000 = 80.000.000 sisa harta dari pengeluaran wasiat 

wajibah. 

Perhitungan bagian waris 

Istri 1/4 x 80.000.000 = 20.000.00 

Dua orang saudara kandung mendapat ashobah / sisa dari semua harta yaitu: 

120.000.000 - 40.000.000 – 20.000.000 = 60.000.000 

Jadi bagian masing-masing dari saudara laki-laki ialah 30.000.000.  

Menurut pendapat penulis analisis kasus pembagian harta waris di desa 

Riang Bandung ini tidak relevan dengan pembagian waris menurut kewarisan 

Islam. Karena pembagian waris di desa ini hanya anak yang mendapat bagian 

harta waris, tetapi dalam kewarisan Islam itu sudah ada ketentuan masing-masing 

dan juga ada yang berhak menerima waris yang sah.  
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Dalam hukum kewarisan Islam anak angkat itu tidak berhak sama sekali 

atas harta waris dari orang tua angkatnya karena mereka tidak ada hubungan 

apapun, dalam pewarisaan Islam itu yang berhak menerima waris ialah adanya 

hubungan perkawinan, adanya hubungan darah, dan karena memerdekakan budak 

dan sesama Islam. Menurut Kesepakatan para ulama yang terbentuk dalam 

Kompilasi Hukum Islam memberikan penyelesaian bahwa anak angkat tidak 

memperoleh warisan atau harta peninggalan melainkan wasiat, yaitu wasiat 

wajibah sebagaimana pasal 209 KHI yang berbunyi : 

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 – 193 

tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari 

harta warisan anak angkatnya. 

b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

Simpulan 

Setelah melakukan pembahasan dan analisa skripsi dengan tema yang penyusun 

angkat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kedudukan anak angkat di Desa Riang Bandung ini yaitu sama 

kedudukannya dengan anak kandung, anak angkat juga berhak mendapat  

harta waris kedua orang tua angkatnya. Praktek pembagian harta waris 

anak angkat pada masyarakat Desa Riang Bandung Kecamatan Buay 

Madang Suku II kabupaten OKU Timur menggunakan cara adat yakni 

harta tersebut dibagi setelah wafatnya kedua orang tua (pewaris) dan 

hanya di bagikan kepada anak/keturunan dari sipewaris. Harta tersebut 

dibagikan secara rata tanpa memandang anak laki-laki ataupun perempuan, 

dan begitupun pembagian harta waris terhadap anak angkat karena di Desa 

Riang Bandung ini sudah menganggap anak angkat itu menjadi anak 

kandung/keturunan sendiri dari orang tua angkatnya. 

2. Ditinjau dari hukum kewarisan Islam (fiqih mawaris) praktek pembagian 

harta waris anak angkat yang biasa dilakukan masyarakat Desa Riang 

Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur tidak 

sesuai dengan hukum waris Islam, kebiasaan yang dilakukan masyarakat 

desa ini bahwa anak angkat mendapat harta waris itu sangat berbeda 

dengan hukum kewarisan Islam dan dengan ketentuan pembagian waris 

Islam yaitu bertentangan dengan Q.S.Al-Ahzab ayat 4-5 yang dimana anak 
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angkat tidak bisa disejajarkan dengan anak kandung dan anak angkat tidak 

saling waris mewarisi dengan orang tua angkatnya melainkan hanya 

mewarisi harta dari orang tua kandungnya. Tetapi kecuali para ahli waris 

bersepakat itu boleh. 

Saran  

1. Disarankan kepada masyarakat desa agar dalam pengangkatan anak dapat 

dilakukan secara tercatat dengan putusan pengadilan dan sebaiknya juga 

harus lebih memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam. Dengan dilakukannya hal ini akan menghindari 

perselisihan di kemudian hari. 

2. Kepada aparatur desa supaya lebih giat untuk mensosialisasikan aturan 

hukum yang berlaku tentang pengangkatan anak. 
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